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   Terjemahan Surah Al-Baqarah ayat 42, Di Dalam : Surachmin dan Suhandi Cahaya, 2011, Strategi 

dan Teknik Korupsi, Mengetahui Untuk Mencegah, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.1 
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RINGKASAN 

 

 

Penyerobotan tanah bukanlah suatu hal yang baru dan terjadi di Indonesia. 

Kata penyerobotan sendiri dapat diartikan dengan perbuatan mengambil hak atau 

harta dengan sewenang-wenang atau dengan tidak mengindahkan hukum dan aturan, 

seperti menempati tanah atau rumah orang lain, yang bukan merupakan haknya. 

Tindakan penyerobotan tanah secara tidak sah merupakan perbuatan yang melawan 

hukum, yang dapat digolongkan sebagai suatu tindak pidana. Terkait tindak pidana 

penyerobotan tanah sebagaimana telah disebutkan di atas, terdapat kasus tindak 

pidana penyerobotan tanah sebagaimana contoh kasus sebagai bahan kajian skripsi 

dalam Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 02/Pid.R/2014/PN.Bdw. 

Permasalahan dalam skripsi ini meliputi 2 (dua) hal yaitu ; (1) Apakah putusan 

Pengadilan Negeri Bondowoso sudah tepat apabila dikaitkan dengan tindak pidana 

penyerobotan tanah dalam Pasal 2 jo. Pasal 6 ayat (1) huruf a Perpu Nomor 51 Tahun 

1960 ? dan (2) Apakah selain sanksi pidana terhadap terdakwa dapat dituntut ganti 

kerugian atas penyerobotan tanah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 98 

KUHAP ?  Guna mendukung tulisan tersebut menjadi sebuah karya tulis ilmiah yang 

dapat dipertanggung-jawabkan, maka metode penelitian dalam penulisan skripsi ini 

menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, pendekatan masalah pendekatan 

undang-undang (statute approach), dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang 

dipergunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, sedangkan 

analisis bahan hukum yang dipergunakan adalah analisa bahan hukum deduktif. 

Kesimpulan penelitian yang diperoleh antara lain adalah Pertama, formulasi 

dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dikuasakan kepada penyidik POLRI dalam 

tindak pidana ringan kasus penyerobotan tanah menurut hemat penulis adalah tidak 

sesuai, karena kurang memperhatikan formulasi syarat-syarat surat dakwaan 

sebagaimana tersebut di atas, menyangkut cermat, jelas dan lengkapnya tindak 

pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Dalam hal ini seharusnya selain terdakwa 

didakwa tindak pidana penyerobotan tanah dalam Pasal 2 jo. Pasal 6 ayat (1) huruf a 

Perpu Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Memakai Tanah Tanpa Ijin Yang 

Berhak atau Kuasanya juga didakwa secara kumulatif dengan Pasal Pasal 385 ayat 

(1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan ancaman pidana paling 



 

xiii 

 

lama empat tahun. Dengan adanya dakwaan secara kumulatif tersebut, setidaknya 

terhadap terdakwa dapat dijerat dengan pasal berlapis atas tindak pidana 

penyerobotan tanah yang telah dilakukan karena perbuatan terdakwa tersebut sudah 

sangat meresahkan dan memberikan kerugian bagi korban. Kedua, dalam kaitannya 

dengan kasus yang dikaji bahwasanya penyerobotan tanah yang membawa kerugian 

materiil bagi korban dapat dituntut juga ganti kerugian. Dasar hukum ganti kerugian 

tersebut adalah Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUH Perdata, karena bisa dilihat dalam 

kasus penyerobotan tanah ada pihak yang dirugikan dan memerlukan ganti rugi atas 

kerugian yang dialami pihak tersebut dan juga penyerobotan tanah merupakan 

perbuatan melawan hukum. Dasar hukum hak ganti rugi tersebut adalah Pasal 98 

ayat (1) KUHAP. Namun demikian dalam kaitannya dengan kasus yang dikaji bahwa 

korban tidak mengajukan ganti kerugian tersebut walaupun secara nyata telah 

menderita kerugian yang cukup lama atas penyerobotan tanah tersebut. 

Saran yang diberikan bahwa, Hendaknya pihak kepolisian dalam menerima 

laporan atau pengaduan tindak pidana harus cermat dan teliti menyangkut sudah 

pernah diputus atau tidaknya suatu masalah hukum. Dalam hal ini karena laporan 

tindak pidana penyerobotan tanah dilaporkan kembali, sehingga pihak korban harus 

kembali menunggu kasusnya selesai. Hal tersebut kurang mencerminkan keadilan 

bagi para pencari keadilan. Seharusnya hakim lebih teliti dalam mencermati fakta 

yang terungkap di persidangan, sehingga hakim dalam memutus suatu perkara yang 

seperti contoh kasus dalam pembahasan, sehingga dapat memberikan efek jera 

kepada pelaku tindak pidana. 
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Land grabbing is not something new and happening in Indonesia. The word itself can 

be interpreted with the annexation taking action right or property arbitrarily or in 

disregard of laws and rules, such as land or occupy other people's homes, which is 

not a right. Actions illegal land grabs an unlawful act, which can be classified as a 

criminal offense. Criminal offense related to land grabbing as already mentioned 

above, there were criminal cases as examples of land grabbing cases as study 

materials in the thesis Bondowoso District Court No. 02/Pid.R/2014/PN.Bdw 


